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Assalamu’alaikum wr. wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu
ke-4 (empat) Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang
penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang akan
dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019
untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam mencapai visi dan misi
serta tujuan organisasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) telah diupayakan dengan

sebaik-baiknya, namun disadari jauh dari sempurna oleh karena itu saran yang
konstruktif sangat diharapkan. .
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mem|
memberikan sumbangsih ten n dalam menyusun Reviu ke-
Renstra ini, dengan . berm ;

dalam pelaksanaan t__I

maksimal.
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PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak terlepas
dari terbentuknya peradilan agama itu sendiri. Secara yuridis formal, peradilan
agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan lahir di
Indonesia (Jawa dan Madura) berdasarkan suatu Keputusan Raja Belanda
(Konninklijk Besluit), yakni Raja Willem Il tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang
dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal.

Keputusan Raja Belanda itu baru dinyatakan berlaku setelah ada desakan
dari umat Islam, pada tanggal 1 Agustus 1882. Pemerintah Belanda pada tahun
1937 mengeluarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 Tentang Pembentukan Mahkamah
Islam Tinggi (Hof voor Islamietische Zaken/Mahkamah Islam Tinggi) untuk Jawa dan
Madura, berkedudukan di Jakarta, mulai berlaku 1 Januari 1938.

Kantor tersebut resmi dibuka pada tanggal 7 Maret 1938 M. bertepatan
tanggal 5 Muharam 1357 H., bertempat di Gedung Cikini No. 8 Jakarta, menjabat
sebagai ketua adalah K.H. Moehammad Isa. Peresmian tersebut dihadiri oleh Wakil
Direktur Van Justitie sebagai wakil pemerintah dan wakil dari lapisan masyarakat.
Tahun 1941, K.H. Moehammad Isa meninggal dunia. Kemudian Gubernur Jenderal
Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan Nomor 6 tanggal 11 Agustus 1941
yang berisi pengangkatan K.H. Moehammad Adnan, seorang penghulu di Surakarta
sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta.

Kemudian karena situasi Jakarta yang tidak kondusif Menteri Kehakiman
melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946
yang berisi bahwa mulai 1 Januari 1946 memindahkan Mahkamah Islam Tinggi di
Jakarta ke Surakarta untuk waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya. Atas dasar
surat keputusan tersebut, K.H. Moehammad Adnan memindahkan Mahkamah Islam
Tinggi tersebut ke Surakarta. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia
oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, suasana negeri mulai kondusif.
Pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali berpusat di Jakarta dan kantor
serta lembaga negara kembali dipindahkan ke Jakarta. Tetapi Mahkamah Islam
Tinggi tidak kembali dipindahkan ke Jakarta, ia tetap berada di Surakarta dan

menjadi terkenal dengan nama Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.
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Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan
Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Bandung dan Surabaya. Kemudian
1980, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6
Tahun 1980 tentang Penyeragaman Penyebutan, dimana untuk tingkat banding
menggunakan nomenklatur pengadilan tinggi agama dan untuk tingkat pertama
menjadi pengadilan Agama. Dalam hal ini Mahkamah Islam Tinggi Surakarta
menjadi Pengadilan Tinggi Agama Surakarta.

Tahun 1985, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 tentang Pemindahan Mahkamah
Islam Tinggi dari Surakarta ke lbukota Negara di Jakarta. Keputusan itu baru
terlaksana dengan diresmikan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal
30 Oktober 1987, dengan ketuanya Drs. H.M. Taufik. Maka sejak tahun 1987,
secara otomatis pengadilan agama yang sudah ada di Daerah Khusus l|bukota
Jakarta menjadi berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Pada saat itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menempati gedung
milik Kementerian Agama RI, yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta
Pusat. Selanjutnya sejak tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pinjam
pakai gedung milik Pemda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jalan Radin
Inten Il No. 3 Duren Sawit, Jakarta Timur.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga
pelaksana kekuasaaan kehakiman dalam melaksanakan program dan kegiatannya
berpedoman pada Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dijabarkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) | 2005-2009, RPJM Il 2010-
2014, RPJM 11l 2015-2019 dan RPJM IV 2019-2025.

Tahapan Pembangunan dan Arahan Kebijakan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional pada saat ini dalam RPJM IV yang menetapkan bahwa:

reformasi birokrasi merupakan prioritas pembangunan nasional serta
memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan
menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta
kemampuan IiImu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.
Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya
diterbitkan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga

Negara/Kementerian termasuk Mahkamah Agung.
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Pada bulan Juli 2016 Mahkamah Agung memantau pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang dalam
pelaksanaannya agar menyiapkan dokumen terkait dengan 8 area perubahan di
pengadilan yaitu:

1. Area Mental Aparatur
Area Pengawasan
Area Akuntabilitas
Area Kelembagaan
Area Tata Laksana
Area SDM Aparatur

Area Peraturan Perundang-undangan dan

© N o ok~ wDN

Area Pelayanan Publikasi.

Dokumen tersebut diantaranya ketersediaan Standar Operasional
Prosedur (SOP), undangan rapat, notula rapat, daftar hadir rapat, surat keputusan
yang terkait dengan reformasi birokrasi serta ketersediaan peraturan baik dalam
segi teknis maupun peraturan dalam non teknis.

Posisi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta di Ibukota Negara diharapkan
bisa menjadi project atau etalase performance peradilan tingkat banding dan
peradilan tingkat pertama se-Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan
Mahkamah Agung dalam penetapan reformasi birokrasi dengan peningkatan
sarana dan prasarana pendukungnya yang lebih memadai, salah satunya seperti
memanfaatkan teknologi informasi dengan tersedianya website untuk
meningkatkan pelayanan informasi terhadap para pencari keadilan. Salah satu
persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang
sarana dan prasarana adalah gedung kantor yang ditempati saat ini adalah pinjam
pakai gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Selain itu keterbatasan alat pengelolaan data untuk mendukung pemantapan e-
governance dan pilot project Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) dan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS-
MARI) juga e-keuangan perkara dan e-register perkara. Kuantitas dan kualitas
sumber daya manusia terbatas dengan anggaran yang ada.

Guna mendukung proses pelayanan berperkara di Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dan seluruh satuan kerja peradilan agama se-DKI Jakarta
telah mengoptimalkan penggunaan website dan telah melaksanakan program
unggulan Mahkamah Agung RI yaitu aplikasi proses penyelesaian perkara dengan

menggunakan aplikasi SIPP serta sosialisasi aplikasi SIWAS Mahkamah Agung
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Republik Indonesia, sebagai sarana penunjang kemudahan untuk memperoleh
layanan informasi perkara baik kepentingan tugas pokok dan fungsinya maupun
kemudahan akses bagi masyarkat pencari keadilan.

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Rl (PERMA) Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan sebagai tuntunan undang-undang yaitu adanya pemisahan Panitera dan
Sekretaris. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Daerah Khusus
Ibukota Jakarta telah melaksanakan pelantikan dan penyumpahan sesuai arahan
dan petunjuk Mahkamah Agung RI.

Arahan dan petunjuk Mahkamah Agung mengenai Reformasi Birokrasi
terhadap peradilan di Indonesia salah satunya dengan memiliki Sertifikat
International Organization for Standardization (1ISO). Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta tahun 2016 telah mendapat sertifikat ISO 9001:2015. Proses pelaksanaan
dan penyusunan ISO ini lebih kurang lebih kurang 6 bulan untuk mendapatkan
Sertifikat ISO 9001:2015 dari Badan penetap standar internasional melalui badan
penetapan standardisasi nasional yaitu TUV NORD Indonesia dengan Certificate
Registration No.16 00 F 16071 tanggal 21 Juni 2016.

Dalam mendukung ISO 9001:2015 tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta membuat kebijakan mutu sebagai syarat penilaian audit sertifikasi
9001:2015. Kebijakan Mutu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yaitu:
Dalam rangka mewujudkan visi misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
menjadi Lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta menetapkan kebijakan mutu dalam penyelesaian perkara banding

untuk memberikan kepuasan rasa keadilan pencari keadilan dengan azas
sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta juga telah mendapatkan ISO sebanyak 5 satuan kerja yaitu:

Tabel. 1.1. Data nama yang memperoleh Sertifikat ISO

1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 9001:2015 2016
2 | Pengadilan Agama Jakarta Timur 9001:2015 2016
3 | Pengadilan Agama Jakarta Barat 9001:2015 2016
4 | Pengadilan Agama Jakarta Utara 9001:2008 2016
5 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan 9001:2008 2015
6 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat 9001:2008 2015

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut dan untuk
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meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama yang berorientasi kepada prinsip
efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa
peradilan maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
menerbitkan surat Nomor 2971/DjA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal
Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Pada tahun 2018 sesuai Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI Nomor 4093/DjA/HM.01.1/11/2017 tanggal 21 November
2017 perihal Rapat Koordinasi dan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu Peradilan Agama dari Hasil Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan
Agama Tahun 2017 untuk 4 (empat) peradilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dan selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan
surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1645/DjA/HM.00/07/2018
tanggal 6 Juli 2018 perihal Pembinaan dan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi
Penjaminan Mutu Peradilan Agama di Balikpapan, Kalimantan Timur serta
penerimaan SAPM untuk Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sesuai dengan
surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2248/DjA/HM.00/1X/2018
tanggal 4 September 2018 perihal Pembinaan dan Penyerahan Penghargaan
Implementasi Program SAPM dan PTSP Peradilan Agama di Denpasar Bali
mendapatkan nilai:

Tabel. 1.2. Data nama yang memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dari
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Terakreditasi A 2018
2 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat Terakreditasi A 2018
3 | Pengadilan Agama Jakarta Utara Terakreditasi A 2017
4 | Pengadilan Agama Jakarta Timur Terakreditasi A 2017
5 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terakreditasi A 2017
6 | Pengadilan Agama Jakarta Barat Terakreditasi A 2017

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :
3539/DJA/HM.00/XI1/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penerapan Zona
Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama,
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Penggadilan Agama se-DKI Jakarta telah

melaksanakan pencanangan zona integritas sebagai berikut:
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Tabel. 1.3. Data nama pencanangan zona integritas

1 | Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 2019
2 | Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2019
3 | Pengadilan Agama Jakarta Utara 2019
4 | Pengadilan Agama Jakarta Timur 2019
5 | Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2016
6 | Pengadilan Agama Jakarta Barat 2018

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta menetapkan prioritas pelayanan perkara dan pelayanan
masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi sebagai prioritas pada tahun kedepan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi peradilan.

Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh
organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Maka dengan terbitnya
Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24
Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan tingkat
banding dan pengadilan tingkat pertama, diselaraskan dengan kinerja yang harus
dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan.
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta melakukan reviu IKU tahun 2018.

Sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta adalah:

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice);
Meningkatnya Kualitas pengawasan;

Meningkatnya Kualitas SDM,;

o a s~ N PE

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel,

efektif dan efisien.
1.2. Potensi Permasalahan
a. Kekuatan (Strength)

1) Merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

6

‘_ Pengadilan Tinggi agama DKl Jakarta e Reviu ke 2 Renstra




RENSTRA

2) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempunyai hubungan baik dengan
pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta.

3) Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan
mutasi) pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

4) Adanya website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memberikan
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara yang
terdapat dalam SIPP

b. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek :

1) Belum memiliki standardisasi mekanisme dan evaluasi yang dapat
mengukur kepuasan masyarakat dari pencari keadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

2) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.

3) Terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta.

4) Belum efektifnya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi
informasi.

5) Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai dan ketersediaan
anggaran yang terbatas.

C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama

DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta selaku pengadilan tingkat banding yang mempunyai
kedudukan yang sama dengan empat lingkungan tingkat banding lainnya

2. Adanya kemudahan mengakses informasi apapun dari Mahkamah
Agung RI dan lembaga lainnya.

3. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja.

4. Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung RI
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Adanya kemudahan mencari narasumber yang kapabilitas dalam
melakukan bimtek di tempat kerja dari Mahkamah Agung RI.

7

‘— Pengadilan Tinggi agama DKI Jakarta e Reviu ke 2 Renstra




REVIU KE 4
RENSTRA

6. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas
Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI secara berkala
baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama se-wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

7. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI
dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
terhadap Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan jajarannya.

8. Dukungan dan koordinasi yang baik antar instansi di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

9. Lokasi gedung Pengadilan Agama se DKI Jakarta yang mudah dijangkau
oleh masyarakat pencari keadilan atau pihak lain yang berkepentingan.

Tantangan yang dihadapi (Threats)

1. Beragam/kompleksitas perkara yang diajukan pada tingkat banding,
sehingga hakim-hakim yang ditempatkan harus mempunyai intensitas,
kapabilitas dan professional.

Adanya moratorium rekrutmen pegawai oleh pemerintah.

3. Anggaran, sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

8
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi
A. Visi

Bermula dari lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama telah menambah eksitensi dan kedudukan pengadilan agama
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah
menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia
aparatur peradilan agama harus lebih diintensifkan lagi, nhamun di samping itu
juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI
Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI,
sebagai badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang
sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2015-
2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas
dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 (empat) sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada
tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada Visi
Mahkamah Agung Rl adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”
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B. MiSI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari
keadilan;

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Upaya mengkonkritkan visi dan misi tersebut, diperukan suatu penelahaan
mendalam atas segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan
strategi yang tepat, serta penyusunan program kerja yang komprehensif untuk
menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta menyusun
laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar
laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi kedepan
sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan di DKI Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus
informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta
yang prima.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

A. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut
harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran
atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan
strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan
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misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan
misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya kualitas aparatur peradilan;

3. Terwujudnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;

4. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan.

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Sasaran yang
dijalankan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berubah sesuai surat reviu
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24
Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan tingkat
banding dan pengadilan tingkat pertama. Sasaran strategis yang hendak dicapai
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
Meningkatnya kualitas pengawasan;

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM);

o o M w DN PR

Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara

akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran strategis, ada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang harus ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah dievaluasi dan di reviu dengan
diterbitnya surat reviu Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/
10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama. IKU Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja

utama dengan digambarkan sebagai berikut:

11

‘_ Pengadilan Tinggi agama DKI Jakarta es=== Reviu ke 4 Renstra




REVIU KE 4
RENSTRA

Tabel 2.1. Hubungan Sasaran dan Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses Peradilan | a. Persentase sisa perkara yang

yang Pasti Transparan dan diselesaikan

Akuntabel b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa
perkara

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:
- Kasasi

- Peninjauan Kembali

e. Index responden pengadilan
tingkat pertama yang puas
terhadap layanan pengadilan
tinggi agama

Penigkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan
Pengelolaan Penyelesaian Yang dikiim ke Pengadilan
Perkara Pengaju Tepat Waktu

b. Persentase putusan yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus

Ada enam sasaran strategis yang merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan
membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai
berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan akses masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pelaksanaan

program peningkatan manajemen peradilan agama adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2015-2019 perkara tingkat banding ditargetkan selesai seluruhnya
atau zero, hal ini merupakan komitmen aparatur Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan.
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Penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diterima ditargetkan seluruhnya

2. Penyelesaian sisa perkara tahun lalu

selesai, apalagi dengan komitmen penyelesaian perkara seluruhnya pada

tahun berjalan maka tidak ada lagi sisa perkara tahun lalu.

3. Telaah berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
Berkas perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta harus disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dengan menerapkan
SOP yang telah dibuat. Hal ini sebagai bentuk profesionalisme kerja aparatur
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta serta adanya sistem kerja yang
diterapkan berjalan dengan baik.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu.
Pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu dengan
mekanisme yang telah diatur dalam SOP penyelesaian perkara sebagai
bentuk profesionalisme kerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
serta adanya sistem kerja yang diterapkan berjalan dengan baik sehingga
semua perkara dapat diselesaikan dengan cepat.

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari
keadilan maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menerapkan one
day publish yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan
dimasukkan dalam website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan

alamat website: www.pta-jakarta.go.id., sehingga masyarakat dapat

mengakses putusan secara online.

Optimalisasi penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) pada tingkat banding, sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Rl Nomor : 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal
Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan.

6. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan instansi yang terbuka dalam
memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat
tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparatur
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta maupun Pengadilan Agama se-DKI
Jakarta akan segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk

tanggungjawab dan memberikan kepuasan dan keadilan kepada masyarakat.
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Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa eksternal baik yang

7. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

berkaitan dengan kinerja dan pelayanan masyarakat maupun dengan
pengelolaan APBN akan ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk
akuntabilitas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan kepada

masyarakat dan pengelolaan keuangan negara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan
sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan tersajinya kualitas laporan
keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP),
penyerapan anggaran meningkat, terlaksananya bimbingan dan supervisi,
tersusunnya perencanaan dan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Mahkamah Agung RI. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam
program ini adalah:

1. Pembayaran gaji, remunerasi tepat waktu, supervisi ke Satker, tertib
administrasi persuratan dan kearsipan keuangan serta pembinaan kepada satker.
2. Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor.

Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI
berupa anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan
kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan dan koordinasi, bimbingan
teknis, serta peningkatan kualitas SDM.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pelayanan, antara lain:

Gedung kantor yang prototype;
Peningkatan informasi teknologi;
Peningkatan alat pengolah data;
Sarana dan prasarana kantor;

a k~ wnh e

Kendaraan dinas.
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN
tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7
sasaran sebagai berikut :
1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.
6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal.
7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai
berikut :
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan
sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana
dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan
sebagai berikut :
a) Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
Penerapan system kamar dengan dasar SK KMA Nomor :142/ KMA/SK/1X/2011
yang diperbarui dengan SK KMA Nomor :017/KMA/SK/11/2012 yang
dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana
umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar
TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi
putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat
proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun

pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain
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belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada
pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami
tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini
dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur
organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan
database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan
kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di
tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari
peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan
permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh
ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama
maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum
kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian
mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.
Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem
kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim
dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi
yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2
bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efekitif
meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme
prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan
secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang
mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim
terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi.
Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekruitmen calon peserta
pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja
sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara

yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi
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saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian
dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan
meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa
diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari
Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka
waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Rl menyatakan bahwa seluruh
perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu
1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat
Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-
perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena
sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-
alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi
kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta
merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan
Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang
Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis,
kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh
undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang
terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua MahkamahAgung Nomor : 2
tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
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sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam
rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan
Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan
perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum
formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum

terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai
berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang
keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga)

kegiatan yaitu :

a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat
setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk
memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara,
kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin
terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi
manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi
baseline bedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi
anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM
tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama
dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan

tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.
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b) Sidang keliling/Zitting plaats

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani
penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah
dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak
identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa
menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan
karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman
estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta
memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam

Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

C) Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu
masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal
membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar
persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan
dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum
bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam

persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang
Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa
seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian
perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara
tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6
(enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang

bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat
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Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam
mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian
hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara
dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor
:119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari
musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas
perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara
Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan).
Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian
perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan
Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian
perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,
ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung
dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan
perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk
penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat
diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum
formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum

terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di
lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan vyaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk
Pejabat setingkat Eselon Il dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat
Eselon Il dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen

SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan
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ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program
pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana
Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI

untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan,
permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94
Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah
Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang
Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu
diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan
yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin
hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin,
peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem
evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai
klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam
memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang
ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja
Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya

pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan
Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi
kinerjasecara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem

InformasiTerintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
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a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk
mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal
organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.
Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih
banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih
merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan Tl yang komprehensif
dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan
tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan
tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu
dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar
institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu
kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi
dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu
yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi
yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis Tl terpadu adalah salah

satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang agung.

Pengembangan Tl di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk

mencapai hal-hal berikut ini:

a) Peningkatan kualitas putusan, vyaitu dengan penyediaan akses
terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan,
termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;

b)  Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan Informasi dan

kesaksian;

C) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis

komputer;
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d) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan
menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan
kontrol atas kinerja;

e) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju

e- learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah
Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola
secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu
yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat
ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini
organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai,

serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat,
sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan
disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan
tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan Tl yang
komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-

aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat
mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi
dalam bidang Tl di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah
dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata
kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan
adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
setiap proses terjadinya kebijakan publik

b)  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144 /KMA /1/MA /1/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,
Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif
dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan
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perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang
sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan
pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011
tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan Kini
sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan
Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

C. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Tl
Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan
Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu
mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga
tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan
demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis,
menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem
manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem
manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency
Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan
operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab
tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM
berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi
diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan
diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi
menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency
adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola
proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan
orang lain, contohnya : leadership, communication dan interpersonal relation.
Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan
kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan

dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di
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lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan,
membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam
CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik
soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi
dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil
kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu
serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh
pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;

b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan
yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;

C) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

d) Remunerasi berbasis kompetensi;

e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh
proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen
kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai
kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik
dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan
kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian

remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun
model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk
seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya
untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal
ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang
lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan
sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas

antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar),

:_ Pengadilan Tinggi agama DKl JAKarta e Reviu ke 4 Renstra 25




RENSTRA
panitera dan pegawai administratif. = Terkait dengan  pengelolaan
organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga
akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan
implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya
standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta
keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan
seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas
perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan
untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi

sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung
kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat
struktural
Badan Peradilan.
Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan
SDM pengelolanya.

5.  Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan
strategi manajemen SDM.

6. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan
visi, misi dan sasaran organisasi.

7. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap
perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.

8. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut
untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.
Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas
penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan
demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap
Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan

kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain
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itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari
sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM
Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola
dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria
obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan
profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan
lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian,

profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas
dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan
dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan
Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)”.
Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek,

yaitu meliputi :

Kelembagaan (institusional);

Sarana dan prasarana yang diperlukan;
Sumber daya manusia;

Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
Pemanfaatan hasil diklat;

Anggaran diklat; serta

N o o bk~ Db P

Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian

dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha

perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke
depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan
(Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan

yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan
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merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka
dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan
profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya
bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan
rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang
aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk
mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini,

terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan
aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan
terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai
pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, Mahkamah Agung Rl akan

sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult

learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan
budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge
based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari

produk- produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem
Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas
dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai
berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada
pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.

2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program
pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang
akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan
penerapan sistem kamar.

3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim

dan aparat peradilan.
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4, Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan
yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk
mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi
tenaga pengajar yang dibutuhkan.

5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara
keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan

rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada

proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada
proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan
keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama,

yaitu: peningkatan literasi Tl dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat
peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur
peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM
pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan
pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi
masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan uraian per arah

kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan
dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia
Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam
Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan
Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pegawasan masih
terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana

potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama
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Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/1X/2012-02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga
strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan
Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

pengawasan internal.

b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi
masyarakat permasalahannya vyaitu rentang kendali 832 satuan Kkerja
menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua
laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung
tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum
berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi.
Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan
Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada
terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami
mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan
dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi
yang ada vyaitu Keputusan KMA Rl  Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009
tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga
Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pegawasan
menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta database
yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi
Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut
pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem
Informasi  Majelis Kehormatan  Hakim;  Sistem Informasi whistleblowing)
sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur
pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan
jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK
KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan
mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice

collabolator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan
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permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak
pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal
karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan
tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang
tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi
pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan
yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan
untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan
oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna

meningkatkan kualitas pelayanan public pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra
dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya
kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan
yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah
Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor :
03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
dan Nomor: 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara
Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis
Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan
Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi
Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan

prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
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Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas
SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen
Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya
Manusia Peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan polarekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai
dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya
Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya
Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai
dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan,
seperti : (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria
obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan
formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan
akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya
memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4)
Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang
mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas
mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang
berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk
menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting
ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input
aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten
hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan
penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode
transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara
mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus
menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan
pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi
penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan
mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan

karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik
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yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4)
pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah
dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten
bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah
kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia
Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi
peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non
hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment). Tantangan
yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan
aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan,(2) belum ada ketentuan
sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk
menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini
mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan
standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada
tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundangan-
undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU
No0.43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.
Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan
sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu
bahwa (1) telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk
pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya
Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon Il dan IV.
Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi
yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem
manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management), (2)
menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen, (3)
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara
berkelanjutan (capacity building), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan

dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil),
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dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI

untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung RI.
b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance
C. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan

pengembangan budaya organisasi yang efektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial
lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan
sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme
perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di
Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan

budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami
kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional.Birokrasi keputusan pagu
anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang
diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan
Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana
sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak
hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah Kkebijakan
Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan
yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi
Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket
Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran

Peradilan.
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2) Penataan manajemen dalam rangka good court governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan
diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court

governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja
kegiatan;

b)  Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai
penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;

c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil
evaluasi capaian kinerja;

d)  Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset

berbasis risk analysis.

3) Restrukturisasi Organisasi dan mengarah pada good court governance dan
pengembangan budaya organisasi yang efektif
Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang
mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business
process dan efisiensi manajemen anggaran.

b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek
pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan
misi Mahkamah Agung.

c) Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang

menunjang efisiensi dan efektivitas business process.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
a. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
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pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi  tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja
bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja:

e Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan
mutasi sesuai dengan kompetensi.

e Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

o Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
(SOP) sesuai bidangnya.

e Di samping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

o Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan.

¢ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

¢ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik.

e Pembentukan Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat yang selama ini dilakukan dengan cara sidang keliling.

¢ Memantapkan pengakuan dari lembaga lain atau masyarakat tentang pelayanan
yang telah diberikan melalui sertifikat International Standardization Organization
(ISO) dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama se wilayah DKI
Jakarta.

b. Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam

mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut:
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1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se DKI Jakarta dikarenakan
keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi
anggarannya, maka dilakukan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) di kantor
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan narasumber hakim tinggi dari
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga anggaran yang dikeluarkan
efisien dan ekonomis.

2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan
peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan
promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional
serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

(Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

3. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas
Bidang (Hatiwasbid) dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda).

Pengawasan dilakukan dengan cara:

a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara terhadap
perkara-perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap

b. Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan perkara,
buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara, laporan-laporan dan
arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan
buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan,
tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata
ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor.

d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

e. Meningkatkan pengawasan dengan menggunakan kemajuan IT.

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan

sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP,
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melakukan reviu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih
disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan

tugas untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai.

Melaksanakan pelayananan hukum bagi pencari keadilan sesuai dengan
standar yang sudah ditetapkan.

Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat
memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.

Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki
dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran

pengembangan IT untuk pelayanan publik.

Membuat usul pembentukan pengadilan agama baru ke Mahkamah Agung RI
dan bekerja sama dengan Bupati Kepulauan Seribu dalam pembentukan
Pengadilan Agama Kepulauan Seribu dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja setelah mendapatkan
pengakuan dari lembaga lain/masyarakat dan mendapatkan sertifikat ISO dan

mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu.
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1.  Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
peradilan

sistem

2. Terwujudnya
kualitas aparatur
peradilan

3.  Terwujudnya
kualitas pelayanan

hukum kepada
masyarakat pencari
keadilan

4.  Terwujudnya
peningkatan akses
masyarakat
terhadap peradilan

Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Penyelesaian Perkara

Terwujudnya Proses Peradilan yang | a Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Pasti, Transparan dan Akuntabel
b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
¢ Persentase penurunan sisa perkara
d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
- Kasasi
- Peninjauan Kembali (PK)
e Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama
f Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 3 bulan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan | a Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju

tepat waktu

Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syar’iyah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak diputus

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus

1. Peningkatan Kinerja

Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari

Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat
terhadap Peradilan (acces to justice)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase publikasi keadaan perkara secara online melalui SIPP

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil eksternal

ditindaklanjuti

pemeriksaan yang

Meningkatnya Kualitas SDM

Persentasae pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

Meningkatnya pengelolaan manajerial
lembaga peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien

Persentase penyerapan anggaran

2. Peningkatan

Pelayanan Publik

Kualitas

1.

Peningkatan Kualitas
sumber daya manusia

Pembinaan sumber daya
manusia terkait rotasi dan
peningkatan karir bagi
Pegawai Negeri Sipil, secara

berkala dilaksanakan
promosi dan mutasi bagi
pejabat, baik jabatan
struktural maupun

fungsional serta staf melalui
mekanisme Badan
Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan.

Meningkatkan pengawasan
dan pembinaan dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta.

Mengoptimalkan
pelaksanaan Standar
Operasional Pekerjaan
(SOP).

Membuat standar pelayanan
bagi pencari keadilan yang
mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban
penyelenggaraan pelayanan
maupun penerima layanan

Penanganan pengaduan
yang cepat
Mengoptimalkan sarana dan
prasarana teknologi
informasi yang dimiliki
dengan kemampuan SDM di
bidang IT.

Membuat usul pembentukan
Pengadilan Agama baru ke
Mahkamah Agung RI dan
bekerja sama dengan Bupati
Kepulauan Seribu.

Meningkatkan kualitas
pelayanan dan sistem kerja

setelah mendapatkan
pengakuan dari lembaga
lain/masyarakat dan

mendapatkan sertifikat ISO
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3.3. Kerangka Regulasi

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-
A/1308/0T.00.3/7/2017 tentang Penetapan Pengurus Pusat Pengkajian Hukum
Islam dan Masyarakat Madani Daerah (PPHIMMD) Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta.

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor WO9-
A/445/0T.01.3/2/2018 tentang Penunjukan Ketua Sertifikasi Akreditasi Penjaminan
Mutu (SAPM) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-
A/734/HM.01.1/4/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-
A/505/HM.02.3/4/2018 tentang Pembentukan Tim Monitoring Implementasi
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding dan

Tingkat Pertama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan
bahwa Kepaniteraan pengadilan tinggi agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan
surat-surat yang berkaitan dengan perkara sedangkan kesekretariatan pengadilan
tinggi agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
di lingkungan pengadilan tinggi agama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
kepaniteraan dan kesekretariatan dihadapkan dengan berbagai permasalahan,
tantangan dan perbaikan tatanan pola kerja dalam rangka menuju clean Governance.
Untuk itu, dituntut terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah, Mahkamah Agung RI
serta di lingkungan peradilan pada umumnya. Dengan kemampuan kinerja
kelembagaan di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka banyak permasalahan
dan perubahan yang muncul dapat segera dikelola dengan baik. Dalam hal proses
pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja kepaniteraan
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dan kesekretariatan diupayakan terus lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah di
tetapkan Mahkamah Agung RI melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadilan tingkat
banding. Dengan indikator tersebut, kepaniteraan dan kesekretariatan diarahkan
menjadi organisasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Dukungan sarana dan
prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Bagan

struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sesuai dalam gambar 3.1.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2015- 2019

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas
kineja  penyelenggaraan  peradilan
agama di Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta sebagai salah satu persyaratan
terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik, dibutuhkan pengukuran
kinerja kegiatan untuk menilai tingkat

keberhasilan ~ pencapaian  sasaran

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta merupakan hasil dari suatu
penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun serta didasarkan pada
indikator kinerja kegiatan hasil reviu sesuai dengan keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI.

Reviu IKU tersebut menjadi dasar salah satu pengukuran kinerja di dalam
penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
2015-2019. Rencana Strategis tersebut memuat target kinerja yang yang harus dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Matrik RENSTRA tersebut dapat dilihat pada tabel
4.1
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Tujuan

Uraian

Indikator
Kinerja

Target

SASARAN STRATEGIS

Uraian

Indikator Kinerja

Tabel 4.1. MATRIK RENSTRA 2015 - 2019

TARGET KINERJA

2016

2017

2018

Program

Strategis

Kegiatan

REVIU KE 4

RENSTRA

Indikator
Kegiatan

Terwujudnya . Persentase sisa perkara 100% 100% 100% 100% 100% Program 1 1.Peningkatan | 100%
1. Terwujudnya a.Persentase Proses Peradilan yang diselesaikan 0 0 0 0 % | Peningkatan I M;"alg,flne"
kepercayaan sisa perkara | 100% yang Pasti, Manajemen Pzr:z:;sajan :g; rr|12n
K yang Transparan dan . Persentase perkara 0 o 0 peradilan Pengadilan
masyarakat diselesaikan Akuntabel yang diselesaikan tepat - - 96% | 100% | 100% agama Tingg 2. Pembinaan
terha(?ap sistem waktu Agama DKI Adm dan
peradilan. b.Persentase 100% . Persentase penurunan Jakarta Pengelolaan
perkara yang sisa perkara - - 100% 100% 100% Keu BUA 100%
2. Terwujudnya diselesaikan 2 3. Pengadaan
kualitas aparatur tepat waktu - Persentase perkara Penyelesaian Sarangal dan
peradilan yang tidak mengajukan Sisa Prasarana di
c.Persentase 100% upaya hukum : Perkara lingkungan
penurunan - Kasasi - 60% 60% 90% 93% Tahun Lalu Mahkamah
T d sisa perkara - Peninjauan Kembali - 10% 10% 97% 97% 5 Penclit Agung RI
3. erwujudnya . Penelitian
kualitas d.Persentase 100% . Index responden Sg::::rsa 100%
pelayanan salinan Pengadilan Tingkat banding
hukum kepada putusan yang Pertama yang puas ) ) 70 90 90 disampaikan
masyarakat dikirim ke terhad?ﬁ layanan Isecakra
; ; pengadilan Pengadilan Tinggi engkap
pencari keadilan. pengaju tepat Agama dan tepat
Termuiud waktu Persentase perkara waktu
4. | erwuuchya yang diselesaikan - | 100% | 100% | 100% | 100% 4. Register
peningkatan dalam jangka waktu dan
akses maksimal 3 (tiga) bulan pendistribus
masyarakat Penigkatan a. Persentase Salinan ian  berkas
terhadap Efektivitas Putusan Yang dikirim ke perkara ke
; Pengelolaan Pengadilan Pengaju Tepat - - 100% | 100% | 100% Majelis
peradilan Penyelesaian Waktu yang tepat
Perkara waktu
5. Publikasi
dan
transparasi
proses
penyelesaian
dan putusan
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perkara

6.  Tindak
lanjut
pengaduan
. Persentase putusan yang yang masuk
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi  syariah) yang 7. Tindak
dapat diakses secara online ° . 100% | 100% 100% ltzmttan
dalam waktu 1 (satu) hari
- . yang masuk
sejak diputus dari im
. Persentase (amar) putusan pemeriksa
perkara yang dapat
diakses secara  online 75% 75% 100% 100% 100%
dalam waktu 1 (satu) hari
kerja sejak diputus
. Persentase minutasi
Bﬁ;‘:)‘fﬁarti'dak lebih dari 5| . 100% | 100% | 100% | 100%
Meningkatnya . Persentase perkara prodeo ) ) . ) .
Aksesibilitas yang diselesaikan 100% | 100% 100% 100% 100%
Masyarakat
terh;’dap . Persentase publikasi
Peradilan keadaan perkara secara - - 100% | 100% | 100%
(acces to online melalui SIPP
justice)
Meningkatnya . Persentase pengaduan ) ) ) ) 0 Program 1. Pemb.
Kualitas masyarakat yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% Dukungan Gaii,
Pengawasan ditindaklanjuti. _ Manajemen Rmnerasi
. Persentase temuan hasil ) ) ) ) ) dan tpt wkt,
pemeriksaan eksternal yang 100% | 100% 100% 100% 100% Pelaksanaa supervisi ke
ditindaklanjuti Satker,
Meningkatnya . Persentase pegawai yang ) . ) . . n Tugas tertib adm
Kualitas SDM lulus diklat teknis yudisial 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Teknis persrtan
Lainnya dan
- Kearsi
. Persentase pegawai yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Mahkamah kgir:;?;
lulus diklat non yudisial Agung RI )
pembi kpd
satker
2.Terlaksan
anya oprs
dan pemeli
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Meningkatnya
Pengelolaan
Manajerial
Lembaga
Peradilan
Secara
Akuntabel,
Efektif dan
Efisien

Persentase penyerapan
anggaran

95%

95%

97%

97%

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung RI

1.
Pengadaan
perankat
pengolah
data dan
komunikasi

2.Pemelihar
aan Gedung
dan
Bangunan

3.
Pemelihara
an
Peralatan
dan Mesin
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4.2 KERANGKA PENDANAAN
Pendanaan dari APBN diarahkan kedalam beberapa program kegiatan untuk
mendukung tercapainya visi, misi, tujuan serta target yang akan dicapai. Program-

program yang yang telah ditetapkan adalah :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung RI;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta diperlukan koordinasi pelaksanaan yang tertata dengan baik dan bersinergi
antara satu dengan lainnya yang meliputi kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan
dan evaluasi. Kerangka pendanaan ditujukan untuk merencanakan alokasi anggaran
agar efektif dan efisien. Melalui mekanisme penyusunan kerangka pendanaan yang
dilaksanakan vyaitu dengan mempertimbangkan kegiatan dan anggaran tahun
sebelumnya, yang kemudian direviu khususnya pada keberlanjutan program terhadap
visi Mahkamah Agung dan visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan
melakukan perbaikan-perbaikan pada setiap unsur didalam organisasi. Kerangka
Pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.2.
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Tabel 4.2.
RENCANA KERANGKA PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2015-2019

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019

RINCIAN BIAYA RINCIAN BIAYA BIAYA RINCIAN BIAYA RINCIAN BIAYA

~ RINCIAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Gaji dan Tun;. Rp. 28.000.000.000 | Gaji dan Tun;. Rp. 30. 800.000.000 | Gaji dan Tunj. Rp. 2.000.000.000 | Gaji dan Tunj. Rp. 28.039.904.000 Gaji dan Tunj. Rp. 24.367.207.000
Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan
Pemeliharaan Rp. 1.500.000.000 | Pemeliharaan Rp. 1.650.000.000 Pemeliharaan Rp. 1.750.000.000 | Pemeliharaan Rp. 2.140.244.000 Pemeliharaan Rp.  2.248.404.000
kantor kantor kantor kantor kantor
pembinaan dan | o 155 000,000 | FEMPINaan dan Rp.  165.000.000 | empinaandan i oo es 000,000 | NOM Rp. 202.390.000 | Non Operasional Rp.  232.335.000
konsultasi konsultasi konsultasi Operasional
Pengawasandan | o 406 090000 | FeNgawasan dan Rp. 110000000 | engawasandan | o = 155 060000
Koordinasi Koordinasi Koordinasi
Koordinasi - Koordinasi
SIMAK BMN dan | Rp.  150.000.000 giﬂol\rldc'jr;is'si'l'(\"ﬁ( Rp.  150.000.000 | SIMAK BMNdan | Rp.  165.000.000
SAKPA SAKPA
Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan
Penyusunan Rp. 85.000.000 | Penyusunan Rp. 85.000.000 Penyusunan Rp. 85.000.000
RKAKL RKAKL RKAKL
Pengelolaan .
N . Bombingan
ini i Rp. 100. .
z:’l\:t;\';g:wﬁk"'s Rp.  85.000.000 | Administrasi Rp.  85.000.000 | Teknis Informasi P 00.000.000
Kepegawaian Teknologi
Bimbingan Teknis Bimbingan Rp.  100.000.000
9 Rp. 85.000.000 | Bimbingan Teknis Rp. 100.000.000 | Teknis Adm P R
SAKPA
Bendahara Keuangan
Konsolidasi dan Monitoring dan Monitoring dan Rp. 85.000.000
Asistensi SAKIP Rp- 85.000.000 Evaluasi SOP Rp. 85.000.000 Evaluasi Renstra
Rp. 170.000.000
RAKERDA Rp. 160.000.000 | RAKERDA Rp.  170.000.000 RAKERDA P
Rp. 34.745.000.000
JUMLAH Rp. 30.400.000.000 Rp. 33.400.000.000 P Rp. 30.382.538.000 Rp. 26.847.946.000
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Pembangunan Pengadaan
Rp. 25.000.000.000
Pengadaan Rp.  50.000.000 | Fengadaan Rp.  350.000.000 | kantor PTA P Kendaraan Rp.  768.000.000 | Pengadaan Tanah | Rp.144.753.150.000
sarana gedung Kendaraan Roda-4
Jakarta Tahap | Bermotor R4
Pengadaan Pengadaan
pengadaan Alat | o 550 0900 | eralatanfinventaris | o500 000,000 AlatPengolah | o 525 100,000 Peralatan Fasiltas | Rp.  404.300.000
Pengolah Data kantor Data dan
L kantor
Komunikasi
Pengadaan Pengembangan Pengadaan
rengace Rp.  100.000.000 gembangan | oo 100.000.000 Kendaraan Rp.  770.280.000
inventaris kantor Teknologi informasi
Bermotor R 4
Pengadaan
Pengembangan | o 100000000 | FEN93dAANTaNaN | o 64 600 000 Kendaraan Rp. 280.000
IT PTA Jakarta
Bermotor R 2
Rp. 25.000.000.000
JUMLAH Rp.  450.000.000 Rp. 60.650.000.000 P Rp. 1.040.100.000 Rp. 146.207.730.000
Pembinaan
N . - . Bimbingan dan Pembinaan dan
Bimbingan Teknik | o 510 000,000 | BiMPInganTeknk o0 531 000.000 | Teknik Ekonomi | Rp.  254.100.000 | Pengawasan Rp. 53.250.000 | Pengawasan Rp.  54.000.000
Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah . .
Syariah layanan Layanan Peradilan
Peradilan
N . Lo : Bimbingan Implementasi
Bimbingan Teknik Bimbingan Teknik . . e
Yustisial Panitera | Rp.  170.000.000 | Yustisial Panitera | Rp.  187.000.000 | -e<Mik Yustisial | Rp.  205.700.000 Sertifikasi Rp.  25.000.000
Pengganti Pengaanti Panitera Akreditasi
99 99 Pengganti Penjaminan Mutu
imbi i imbi i imbi Rp. 205.700.
Blmbl.ngan Teknik Rp.  170.000.000 Blmbl.ngan Teknik Rp. 187.000.000 Blmb.lngan . p 05.700.000
Jurusita Jurusita Teknik Jurusita
i i i i i i Rp. 12.100.000
Minutasi Putusan Rp. 10.000.000 Minutasi Putusan Rp. 11.000.000 Minutasi Putusan p
Perkara Perkara Perkara
Rp. 60.500.000
Penga'lwasan dan Rp. 50.000.000 Penge}wasan dan Rp. 55.000.000 Penga'lwasan dan p
Pembinaan Pembinaan Pembinaan
Rp. 738.100.000 Rp. 53.250.000
JUMLAH Rp.  610.000.000 Rp.  671.000.000 P P Rp.  79.000.000
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Berdasarkan  Surat  Sekretaris Mahkamah  Agung RI Nomor
933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

BAB V
PENUTUP

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melaksanakan Reviu ke-4 (empat) Rencana
Strategis tahun 2015-2019 yang diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan
peluang sesuai dengan tuntutan perubahan strategis, baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan
strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta harus terus
disempurnakan dari waktu ke waktu dengan cara reviu setiap tahun. Dalam reviu ke-4
(empat) ini telah dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator serta target yang
merupakan penyesuaian dari realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
tahun 2017. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola
kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang
dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama lima tahun yaitu
2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat

terwujud.
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Uraian

Terwujudnya
kepercayaan
masyarakat
terhadap
sistem
peradilan.

Terwujudnya
kualitas
aparatur
peradilan

Terwujudnya
kualitas
pelayanan
hukum kepada
masyarakat
pencari
keadilan.

Terwujudnya
peningkatan
akses
masyarakat
terhadap
peradilan

Tujuan

Indikator
Kinerja

Persentase sisa perkara yang
diselesaikan

Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu

Persentase penurunan sisa
perkara

Persentase salinan putusan
yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu

100%

100%

100%

MATRIK RENSTRA 2015 - 2019

SASARAN STRATEGIS

Uraian

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
IAkuntabel

100%

Indikator Kinerja

a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan

TARGET KINERJA

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

96%

100%

100%

c. Persentase
penurunan
sisa perkara

100%

100%

100%

d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya
hukum :

- Kasasi
- Peninjauan
Kembali

60%
10%

60%
10%

93%
97%

93%
97%

e. Index
responden
Pengadilan
Tingkat
Pertama
yang puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi
Agama

70

90

90

f. Persentase
perkara yang
diselesaikan
dalam
jangka waktu
maksimal 3
(tiga) bulan

100%

100%

100%

100%

Program

Program
Peningkatan
Manajemen
peradilan agama

SHEERIS

Kegiatan

Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi
IAgama DKI Jakarta

Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Lalu
3. Penelitian berkas perkara banding
disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu

4. Register dan pendistribusian
berkas perkara ke Majelis yang

tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses
penyelesaian dan putusan perkara

6. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

7. Tindak lanjut temuan yang masuk
dari tim pemeriksa

Indikator
Kegiatan

Peningkatan
Manajemen
Peradilan
IAgama

Pembinaan
IAdm dan
Pengelolaan
Keu BUA

Pengadaan
sarana dan
Prasarana di
lingkungan
Mahkamah
IAgung RI

Target

100%

Anggaran
Rp.

p. 48.083.000,-




Penigkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

a.

Persentase
Salinan Putusan
Yang dikirim ke
Pengadilan
Pengaju
Waktu

Tepat

100%

100%

100%

. Persentase

putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah)

dapat  diakses
secara online
dalam waktu 1
(satu) hari sejak
diputus

yang

100%

100%

100%

. Persentase

(amar)
perkara
dapat  diakses
secara onling|
dalam waktu 1
(satu) hari kerja
sejak diputus

putusan
yang

75%

75%

100%

100%

100%

. Persentase

minutasi perkara
tidak lebih dari 5
(lima) hari

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya
Aksesibilitas
Masyarakat
terhadap Peradilan
(acces to justice)

a.

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase

publikasi
keadaan perkard
secara onling
melalui SIPP

100%

100%

100%

Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

a.

Persentase
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan

. Persentase

temuan hasil
pemeriksaan
eksternal  yang

ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Tugas Teknis
Lainnya
Mahkamah
Agung RI

Meningkatnya
Kualitas SDM

a.

Persentase
pegawai yang
lulus diklat
teknis yudisial

100%

100%

100%

100%

100%

1. Pemb. Gaji, Rmnerasi tpt wkt,
supervisi ke Satker, tertib adm persrtan
dan kearsipan keu serta pembi kpd
satker

2.Terlaksananya oprs dan pemeli kntr.

100%

Rp. 21.364.506.000,-




b. Persentase

pegawai yang
lulus diklat non

yudisial 100% [100% |100% |100% (100%

Meningkatnya Persentase penyerg - 95% | 95% | 97% | 97% [Program 1. Pengadaan perankat pengolah data

Pengelolaan anggaran Peningkatan dan komunikasi

Manajerial _ Sarana dan

Lembaga Peradilan brasarana 2.Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Secara Akuntabel, A 1

Efektif dan Efisien paratur 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Mahkamah

IAgung RI

100%

Rp. 135.000.000,-




RENCANA KERANGKA PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2015-2019

Gaji dan Tunj. Rp. 28.000.000.000 | Gaji dan Tunj. Rp. 30. 800.000.000 Gaji dan Tunj. Rp. 2.000.000.000 | Gaji dan Tunj. Rp. 28.039.904.000 Gaji dan Tunj. Rp. 24.367.207.000
Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan Peny.Opr dan
Pemeliharaan Rp. 1.500.000.000 | Pemeliharaan Rp. 1.650.000.000 | Pemeliharaan Rp. 1.750.000.000 | Pemeliharaan Rp. 2.140.244.000 Pemeliharaan Rp. 2.248.404.000
kantor kantor kantor kantor kantor
Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan Non .
Konsultasi Rp.  150.000.000 Konsultasi Rp. 165.000.000 Konsultasi Rp. 165.000.000 Operasional Rp. 202.390.000 Non Operasional Rp. 232.335.000
Pengawasan dan Pengawasan dan Pengawasan dan
Koordinasi Rp.  100.000.000 Koordinasi Rp. 110.000.000 Koordinasi Rp. 125.000.000
Koordinasi S Koordinasi
SIMAK BMN dan | Rp.  150.000.000 g;\’/'°,\rldc'{;‘r’f'si'l'(\"£< Rp.  150.000.000 | SIMAKBMN dan | Rp.  165.000.000
SAKPA SAKPA
Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan
Penyusunan Rp. 85.000.000 Penyusunan Rp. 85.000.000 Penyusunan Rp. 85.000.000
RKAKL RKAKL RKAKL

Pengelolaan Bombi
Bimbingan Teknis Administrasi ombingan
SIMAK -BMN Rp. 85.000.000 Kepegawaian Rp. 85.000.000 Teknis InformaS| Rp. 100.000.000

Teknologi

Bimbingan Teknis imbi ; Bimbingan
SAKPA Rp. 85.000.000 | Bimbingan Teknis Rp. 100.000.000 | Teknis Adm Rp. 100.000.000

Bendahara Keuangan
Konsolidasi dan Monitoring dan Monitoring dan
Asistensi SAKIP Rp: 85.000.000 Evaluasi SOP Rp: 85.000.000 Evaluasi Renstra Rp. 85.000.000
RAKERDA Rp.  160.000.000 | RAKERDA Rp.  170.000.000 RAKERDA Rp. 170.000.000
JUMLAH Rp. 30.400.000.000 Rp. 33.400.000.000 Rp. 34.745.000.000 Rp. 30.382.538.000 Rp. 26.847.946.000

Komunikasi

Pengadaan Pengadaan Pembangunan Pengadaan
9 Rp. 50.000.000 9 Rp. 350.000.000 kantor PTA Rp. 25.000.000.000 | Kendaraan Rp. 768.000.000 | Pengadaan Tanah Rp. 144.753.150.000
sarana gedung Kendaraan Roda-4 Jakarta Tahap | Bermotor R4
Pengadaan Pengadaan
Pengadaan Alat | o 54 9o goo | Peralatanfinventaris | o, 504 600000 Alat Pengolah | o 575 100.000 Peralatan Fasiltas | Rp.  404.300.000
Pengolah Data kantor Data dan

kantor




Pengadaan

Pengadaan Pengembangan
inventaris kantor Rp.  100.000.000 Teknologi informasi Rp. 100.000.000 Kendaraan Rp. 770.280.000

Bermotor R 4

Pengadaan
Pengembangan | o, 14000000 | FeNgadaan Tanah | o) g4 600 000 Kendaraan Rp. 280.000
IT PTA Jakarta

Bermotor R 2
JUMLAH Rp.  450.000.000 Rp. 60.650.000.000 Rp. 25.000.000.000 Rp. 1.040.100.000 Rp. 146.207.730.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pembinaan
Bimbingan Teknik | o, 510,000,000 | BiMbingan Teknik | o 231.000.000 ‘;B'tian;r?iilr(]%a:(%nomi R 254.100.000 gaer; awasan Rp.  53.250.000 E:nmlgnwﬁr;g o R 54.000.000
Ekonomi Syariah p- AN Ekonomi Syariah p- AR ) p- R 9 p- A 9 ) p- T
Syariah layanan Layanan Peradilan
Peradilan
Bimbingan Teknik Bimbingan Teknik {B':an;r?;li]%nstisial ISn;;:tlﬁiTaesr;taﬁ
Yustisial Panitera | Rp.  170.000.000 | Yustisial Panitera Rp. 187.000.000 ! Rp. 205.700.000 o Rp. 25.000.000
Penqganti Pengganti Panitera Akreditasi
99 99 Pengganti Penjaminan Mutu

Bimbingan Teknik Bimbingan Teknik Bimbingan
Jurusita Rp.  170.000.000 Jurusita Rp. 187.000.000 Teknik Jurusita Rp. 205.700.000
Minutasi Putusan Rp. 10.000.000 Minutasi Putusan Rp. 11.000.000 Minutasi Putusan Rp. 12.100.000
Perkara Perkara Perkara
Pengawasan dan R 50.000.000 Pengawasan dan R 55.000.000 Pengawasan dan R 60.500.000
Pembinaan p: R Pembinaan p: R Pembinaan P: e
JUMLAH Rp.  610.000.000 Rp. 671.000.000 Rp. 738.100.000 Rp. 53.250.000 Rp. 79.000.000
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DAFTAR NAMA PEJABAT/ PEGAWAI KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN
DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2018
Last Update : 26 Desember 2018

LAMA
TUGAS

1 Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H L Anggana Kutai 63 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Ketua /Hakim 28-02-2017 dari KPTA Samarinda
NIP. 150 201 932 12-03-1955 (Ivie) S1 Fak. Hukum Utama (1 tahun) (12-06-2014)
NIP. 19551203 198103 1 001 01-10-2011 S2 Fak. Hukum
2 Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum P Yogyakarta Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Wakil Ketua /
NIP. 150 199 671 64 (IVie) S1 Fak. Hukum Hakim Utama dari KPTA Bengkulu
NIP. 19540520 198101 2 001 20-05-1954 01-10-2012 S2 Fak. Hukum 31-03-2017 (24-03-2016)
S3 Fak. Hukum (1 tahun)
3 Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H L Padang Pembina Utama | S1 Hukum Perdata : na.
NIP. 150 216 794 19/08/1956 62 (IV/e) S1 Peradilan Hakim Utama 15-08-2013
NIP. 19560819 198303 1 005 01-10-2012 Agama (5 tahun)
S2 Hukum Ekonomi
& Bisnis
4 Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H. L Tapanuli Pembina Utama S1 Syariah
NIP. 150 218 644 Selatan 62 (Ivie) S1 Hukum Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 19561005.198403.1.006 05-10-1956 01-10-2011 S2 Hukum (2 tahun)
Drs. H. AHMAD YUNUS, MH L Tasikmalaya 67 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Hakim Ut 01-09-2009 diperbantukan di
|5 NIP. 150 199 686 26-01-1952 (IVie) S2 Fak. Hukum axim tama iperbantuian di
NIP. 19520126 198101 1 002 01-04-2011 (9 tahun) BAWAS
Drs. H. gg'Z'QEMAN ABDULLAH, S.H., M.H L Jatiwangi Pembina Utama S1 Hukum
“:E 1357101;71798503 1.004 61 (Ivle) S1 Syariah Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
' ' - 19-10-1957 01-10-2013 S2 Hukum (3 tahun) di BAWAS
Drs. H. MUH. ABDUH SULAEMAN, S.H, M.H L Tokampu Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 227 524 Sengkang 59 (Ivle) S1 Syariah Muda (3 tahun) di BAWAS
NIP. 19591231.198603.1.051 31-12-1959 01-04-2018 S2 Hukum




g | Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH. Tapanuli Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-1-2016
NIP. 150 190 448 66
Selatan (Ivie) S1 Hukum (3 tahun)
NIP. 19520314.197903.1.003 14-03-1952 01-04-2014 S2 Hukum
- Drs. H. RUSLAN ABD. GHANI, MH Pamekasan 66 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di
NIP. 150 199 691 01-02-1953 (Ivie) S2 Fak. Hukum (6 tahun)
NIP. 19530201 198101 1 001 01-04-2014 BAWAS
Drs. KHAERIL R, M.H. Soppeng 59 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 227 527 31-12-1959 (Ivle) S2 Hukum Muda (3 tahun) di BAWAS
NIP. 19591231.198603.1.038 01-04-2018
11 | Dra. Hj. SITI ROMLAH HUMAIDY, M.H. Salatiga 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 150 218 950 05-05-1956 (Ivle) S2 Hukum (2 tahun)
NIP. 19560505.198403.2.002 01-04-2018
12 | Drs. H. ABD. ROZAK BACHTIAR HR, S.H., M.H. Depok 66 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 29-09-2015
NIP. 150 203 358 10-04-1952 (Ivle) S2 Hukum (3 tahun)
NIP. 19520410.198103.1.003 01-10-2014
13 | Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum Musi Rawas 66 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-1-2016
NIP. 150 190 854 23-09-1952 (IVie) S1 Hukum (3 tahun)
NIP. 19520923.197903.1.008 01-04-2013 S2 Hukum
14 Bukittinggi 62 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-1-2016
07-02-1957 (Ivle) S2 Hukum (3 tahun)
01-10-2013
Drs. H. TAUFIQ HAMAMI, SH Brebes 63 Pembina Utama S1 Fak. Hukum Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di
NIP. 150 218 701 15/07/1955 (IVie) S1 Fak. Syari'ah (6 tahun) BAWAS
NIP. 19550715 198403 1 002 01-10-2013
16 | Drs. MUHAMMAD BASRI NASUTION, SH., MH. Tapanuli 66 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-1-2016
NIP. 150 196 983 Selatan (Ivie) S1 Hukum (3 tahun)
NIP. 19520812.198003.1.010 12-08-1952 01-10-2012 S2 Hukum Islam




S3 Fak. Hukum

17 | Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H Sumedang 61 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 150 223 051 15-05-1957 (Ivie) S1 Hukum (2 tahun)
NIP. 19570515.198503.1.002 01-04-2015

18 | Drs. H. LUTFI, S.H.,, M.H Tuban 60 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 15-08-2013
NIP. 150 218 728 08-07-1958 (Ivie) S1 Tafsir (5 tahun)
NIP. 19580708 198403 1 002 01-04-2015 S2 Hukum Perdata
Drs. H. DOMIRI, S.H., M.Hum Tegal 59 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 201 878 02-11-1959 Madya ( IV/d) S2 Hukum Muda (3 tahun) LITBANG KUMDIL
NIP. 19591102.198103.1.005 01-10-2015
Drs. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H Bandung 61 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 190 163 Madya ( IV/d) Muda (3 tahun) LITBANG KUMDIL
NIP. 19570312.197903.1.003 12-03-1957 01-10-2015 S2 Hukum
Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H Lamongan 57 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 29-09-2015 diperbantukan
NIP. 150 242 931 21-03-1961 Madya ( IV/d) S1 Hukum Muda (3 tahun) LITBANG KUMDIL
NIP. 19610321.199003.1.002 01-10-2015 S2 Hukum

S3 Syariah
- Drs. H. HUSEN RIADY, SH. MH Bangkalan 61 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di
NIP. 150 223 153 01-08-1957 (Ivie) S1 Fak. Hukum (6 tahun) BAWAS
NIP. 19570801 198510 1 001 01-10-2015 S2 Fak. Hukum
- Dra. AZIZAH BAJUBER, SH, MH Gresik 62 Pembina Utama S1 Fak. Syari'ah Hakim Utama 09-11-2012 diperbantukan di

NIP. 150 221 542 15/08/1956 (Ivle) S1 Fak. Hukum (6 tahun) BAWAS
NIP. 19560815 198503 2 001 01-04-2015 S2. Fak. Hukum

24 | Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H. Palembang 66 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 19-09-2016
NIP. 150 234 545 05-04-1952 Madya ( 1V/d) S1 Hukum Muda (2 tahun)
NIP. 19520405.198803.1.001 01-04-2016 S2 Hukum

25 | Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. Sampang 60 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 21-11-2014 Mutasi ke PTA Bandung
NIP. 150 227 421 29-03-1958 Madya ( 1V/d) S1 Hukum Muda (4 tahun) TMT 28 Desember 2018
NIP. 19580329.198603.1.003 01-10-2016 S2 Hukum




NIP. 19570412.198403.2.003

01-10-2016

26 | Dr. H. AHMAD FATHONI, SH., M.Hum Jakarta 59 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-1-2016
NIP. 150 218 638 03-03-1959 (Ivie) S1 Hukum (3 tahun)
NIP. 19590303.198403.1.002 01-04-2015 S2 Hukum
S2 Hukum Islam
27 | Dr. H. M. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H. Riau 67 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 20-09-2018
NIP. 150 200 926 03-01-1952 (Ivie) S2 Hukum (0 tahun)
NIP. 19521031.198103.1.004 01-10-2013 S3 Hukum
- Dr. H. YUSUF BUCHORI Klaten 60 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 20-09-2018 diperbantukan
NIP. 150 218 712 01-02-1959 (Ivie) S1 Hukum (0 tahun) LITBANG KUMDIL
NIP. 19590201.198403.1.001 01-04-2014 S2 Hukum SK tgl 138/KMA/SK/VI111/2018
S3 Hukum tgl 9 Agustus 2018
Dr. H. ACHMAD ZAINULLAH, S.H., M.H. Surabaya 51 Pembina Utama S1 Hukum Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 255 245 25-10-1967 Madya ( 1V/d) S2 Hukum Muda (0 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19671025.199203.1.002 01-10-2015 S3 Hukum
- Drs. H. M. TURCHAN BADRI, S.H., M.H Lamongan, 61 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 221 534 12-07-1957 (IVie) S1 Hukum (0 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19570712.198503.1.003 01-10-2017 S2 Hukum
- Drs. H. MUHAMMAD YANAS, S.H., M.H. Mamuju 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 190 891 02-05-1955 (IVie) S1 Hukum (0 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19550502.197903.1.006 01-04-2018 S2 Hukum
- Drs. H. MUHAMMAD, S.H., M.H. Sul-Sel 64 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 09-08-2018 diperbantukan
NIP. 150 218 635 20-04-1954 (1vie) S1 Hukum (0 tahun) BAWAS MA RI
NIP. 19540420.198403.1.002 01-04-2018 S2 Hukum
33 | Drs. H. ACHMAD HANIFAH, M.H.E.S. Gresik 59 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 240 548 06-07-1959 (Ivie) S2 Hukum (0 tahun)
NIP. 19590706.198903.1.001 01-10-2017
34 | Dra. N. MUNAWAROH, M.H. Karawang 61 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 218 691 12-04-1957 (Ivie) S2 Hukum (0 tahun)




35 | Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, S.H., M.H. Tabbae-Bone 64 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 193 281 31-12-1954 (IVie) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19541231.197903.1.058 01-04-2014 S2 Hukum

36 | Drs. H. WAKHIDUN A. R., S.H., M.Hum Kebumen 63 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 202 066 19-10-1955 (IVie) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19551019.198103.1.003 01-04-2015 S2 Hukum

37 | Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. Kudus 65 Pembina Utama S1 Syariah Hakim Utama 26-12-2018
NIP. 150 198 395 29-12-1953 (Ivie) S1 Hukum (0 tahun)
NIP. 19531229.198003.1.002 01-10-2010 S2 Hukum

38 | Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H Bandung 57 Pembina Utama S1 Hukum Panitera 26-12-2018
NIP. 150 228 433 19-05-1960 Madya ( 1V/d) S2 Hukum (0 tahun)
NIP. 19600519.198603.1.005 01-04-2017

39 | Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH Jakarta 54 Pembina ( IV/a) S1 Fak Hukum Panitera Muda 31-03-2017
NIP. 150 225 229 17-09-1964 01-10-2009 S2 Fak. Hukum Banding (1 tahun)
NIP. 19640917.198603.2.013

40 | FAHRUDDIN, SH Palembang, 61 Penata Tk.l S1 Fak Hukum Panitera Muda 09-11-2009
NIP. 150 181 623 27-07-1957 (hd) Hukum (9 tahun)
NIP. 19570727 197712 1 001 01-10-2006

41 | Hj. NASTITI DEWI, SH Jakarta 50 Penata Tk.l S1 Fak Hukum Panitera 16-04-2008
NIP. 150 264 007 14-08-1968 (nd) Pengganti (10 tahun)
NIP. 19680814 199303 2 005 01-04-2005 (diperbantukan

Panmud Banding
: 21 Juni 2018)

42 AKHMAD FAUZY, S.H Serang 60 Pembina ( IV/a) S1 Fak.Hukum Panitera 25-05-2016

NIP. 150 228 748 12-02-1958 01-04-2007 Pengganti (2 tahun)

NIP. 19580212 198603 1 004




43 | H. BANGBANG SRI PANCALA, SH. Sp.l, MH. Ciamis 52 Pembina (IV/a) S1 Fak Hukum Panitera 14-02-2018
NIP. 150 272 266 05-05-1966 01-10-2009 S1 Notariat Pengganti (0 tahun)
NIP. 19660505 199403 1 006 S2 Fak Hukum (diperbantukan

Panmud Banding
: 21 Juni 2018)

44 | Drs. H. ISKANDAR RAJA, SH., MH. Pangkep 61 Pembina Tk. | S1 Fak. Hukum Panitera 23-10-2013
NIP. 150 239 749 08-10-1957 (IVib) S1 Fak Syariah Pengganti (5 tahun)
NIP. 19571008 198903 1 001 01-04-2010 S2 Fak. Hukum

45 | AKHMAD SAHID, SH Curup 52 Penata Tk.l S1 Fak Hukum Panitera 16-04-2008
NIP. 150 250 807 30-09-1966 (hd) Pengganti (10 tahun)
NIP. 19660930 199202 1 001 01-10-2010

46 | Hj. SRI PURWANING RAHAYU, SH Jakarta, 59 Penata Tk.l S1 Fak Hukum Panitera 16-04-2008
NIP. 150 269 955 (hd) Pengganti (10 tahun)
NIP. 19590727 199403 2 001 27-07-1959 01-10-2006

47 | Drs. H. ALY FAHMI, M.H. Jakarta 61 Pembina Tk. | S1 Fak Syariah Panitera 01-02-2017
NIP. 150 209 938 11-12-1957 (IV/b) S2 Fak. Hukum Pengganti (2 tahun)
NIP. 19571211.198203.1.005 01-04-2011

48 | RATU DHIYAFAH, SH Jakarltav 52 Penata Tk.I S1Fak Hukum Panitera 16-04-2008
NIP. 150 241 960 09-09-1966 (id) Pengganti (10 tahun)
NIP. 19660909 199002 2 004 01-10-2007

49 | ENDANG PURWIHARTATI, SH. MH Purbalingga 50 Pembina ( IV/a) S1 Fak. Hukum Panitera 27-04-2012
NIP. 150 259 950 08-09-1968 01-04-2012 S2 Fak. Hukum Pengganti (6 tahun)
NIP. 19680908 199303 2 004

50 | MAHRUM, SH Tangerang 56 Penata Tk.l S1 Fak Hukum Panitera 10-11-2010
NIP. 150 225 134 12-10-1962 (nid) Pengganti (8 tahun)
NIP. 19621012 198603 1 004 01-04-2013

51 | ADAY, S.Ag., M.H. Ciamis 44 Pembina ( IV/a) S1 Fak Syari'ah Panitera 06-09-2012
NIP. 150 291 118 05-06-1974 01-04-2015 S2 Fak. Hukum Pengganti (6 tahun)
NIP. 19740605 199903 1 003

52 | MOHAMAD KHOTIB, SH. MH. Boyolali 49 Pembina (IV/a) S1 Fak. Hukum Panitera 10-11-2010
NIP. 150 269 090 16-10-1969 01-10-2016 S2 Fak. Hukum Pengganti (8 tahun)

NIP. 19691016 199403 1 002




53 | ABDULLAH, SH. MH. Jakarta 51 Pembina ( IV/a) S1 Fak Hukum Panitera 10-11-2010
NIP. 150 253 987 17-11-1967 01-04-2015 S2. Fak. Hukum Pengganti (8 tahun)
NIP. 19671117 199203 1 005
54 | ELIAKIM SIHOTANG, SH Siranggason 60 Pembina Tk. | S1 Fak. Hukum Panitera 19-12-2016
NIP. 150 231 424 17-04-1958 (IVib) Pengganti (2 tahun)
NIP. 19580417 198703 1 003 01-04-2015
55 | TIMUR ABIMANYU, S.H., M.H. Jakarta, 58 Pembina Tk. | S1 Fak. Hukum Panitera 14-02-2018
NIP. 220 000 968 02-08-1960 (Ivib) S2 Fak Hukum Pengganti (0 tahun)
NIP. 19600802 198703 1 001 01-04-2014 (diperbantukan
Panmud Hukum :
21 Juni 2018)
56 | SAHADI, S.-H Cihideung Hilir 59 Penata Tk.l S1 Fak. Hukum Panitera 26-12-2018
NIP. 220 001 159 13-04-1959 (hd) Pengganti (0 tahun)
NIP. 19590413.198903.1.001 01-04-2002
57 | Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M. Kotabumi, 50 Pembina Utama S1 Fak Syariah Sekretaris 20-09-2018 SK tgl 8 Agustus 2018
04-09-1968 Muda ( IV/c) S1 Fak Hukum No. 382/SEK/Kp.
NIP. 150 258 762 01-04-2017 | S2 Fak. Manajemen (0 tahun) IISKIVIII/2018
NIP. 19680904.199303.1.004
58 SUHENDRA, S. Sos, M.M Jakarta 50 Pembina Tk. | S1 Fak. Sosial Kepala Bagian 14-02-2018
NIP. 150 248 763 11-01-1969 (IVib) S2 Fak. Manajemen Umum dan (0 tahun)
NIP. 19690111 199103 1 003 01-10-2017 Keuangan
59 | H. FAUZAN, SH. MH. MM Kendel 54 Pembina Tk. | S1 Fak. Hukum Kepala Bagian 12-08-2016
NIP. 150 254 182 05-07-1964 (Ivib) S2 Fak Hukum Perencanaan dan (2 tahun)
NIP. 19640705 199203 1 002 01-04-2018 S2. Manajemen Kepegawaian
60 | UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Cirebon 46 Penata Tk.l S1. Teknik Sipil Kepala Sub 23-12-2015
NIP. 220 002 597 29-11-1972 () S2. Manajemen Bagian Rencana (3 tahun)
NIP. 19721129 200604 1 001 01-04-2016 Program dan
Anggaran
61 ELVIRA AMEGIA, M. Kom Padang 37 Penata ( lll/c) S1 Sistem Informasi 23-12-2015
NIP. - 16-12-1981 01-04-2017 S2 limu Komputer (3 tahun)

NIP. 19811216.200904.2.002

Kepala Sub Bag.
Kepegawaian dan
TI




62 | ANIMAR Riau 52 Penata Tk.| D3 Manajemen Kepala Sub Bag. | 23-12-2015
NIP. 150 254 918 22-04-1966 () Keuangan dan (3 tahun)
NIP. 19660422 199203 2 001 01-10-2013 Pelaporan
63 | ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. Ketapang 42 Penata ( lll/ic) S1 Fak. Ekonomi Kepala Sub Bag. | 14-02-2018
NIP. - 05-01-1977 01-04-2018 S2 Fak. Ekonomi Tata Usaha dan (0 tahun)
NIP. 19770105 200912 1 001 Rumah Tangga
64 | ECEP AGUS SANI, SH Jakarta 52 Penata Muda SMA Fungsional 01-11-2006
NIP. 220 004 258 28-03-1966 (h/a) S1 Fak.Hukum Arsiparis/ (12 tahun)
NIP. 19660328 200604 1 001 01-04-2015 Staf Sub Bagian
Tata Usaha dan
Rumah Tangga
(26-12-2018)
65 DINA MARISA, S.Kom Prabumulih 35 Penata ( Ill/c) S1 Tehknik Fungsional 11-08-2014
NIP. - 15-02-1983 01-04-2017 Informatika Pranata (4 tahun)
NIP. 19830215 200904 2 006 Komputer/
Staf Sub Bag.
Kepegawaian dan
TI
(26-12-2018)
66 | RESTIANA IRWANTI, SE Jakarta 31 Penata Muda D3 Akuntansi Staf Sub Bag. 21-07-2009
NIP. - 19-03-1987 Tk. 1 (/b)) S1 Fak. Ekonomi Keuangan dan (9 tahun)
NIP. 19870319 200904 2 001 01-04-2016 Pelaporan
67 | NINING RAHAYUNI, SH Banyumas 52 Penata Tk.l SMA Staf Kepaniteraan | 15-02-2016
NIP. 140 189 452 16-10-1966 (nid) S1 Fak. Hukum Hukum (2 tahun)
NIP. 19661016.198702.2.001 01-04-2016
68 | ADE IRMA SURYANI, A. Md Kepahiang 36 Penata Muda D3 ALTRI Staf Sub Bag. 01-05-2012
NIP. - 14-05-1982 (h/a) Rencana Program (6 tahun)
NIP. 19820514 200904 2 002 01-04-2017 dan Anggaran
(01-10-2017)
69 | RAHMATUL HAKIM, A. Md Curup 34 Penata Muda D3 Manajemen Staf Sub Bag. 08-08-2011
NIP. - 31-10-1984 (m/a) Informatika Keuangan dan (7 tahun)
NIP. 19841031 200904 2 007 01-04-2017 Pelaporan

(04-06-2018)




70 | DINA SAGITA, S. Sos, M.H Jakarta 39 Penata Muda S1 limu Adm. Niaga Staf Sub Bag. 01-03-2016
NIP. - 05-12-1979 Tk. 1 (/b)) S2 Fak. Hukum Kepegawaian dan (2 tahun)
NIP. 19791205 201101 2 002 01-04-2015 TI

71 NENGCEU SITI ROHIMAH, SHI Ciamis 36 Penata ( lll/c) S1 Fak. Hukum Staf Sub Bag. 03-10-2011
NIP. - 18-04-1982 01-04-2018 Islam Kepegawaian dan (7 tahun)
NIP. 19820418 200912 2 003 TI

72 RIZCKY FALLAH ROMADHON N Jakarta 32 Pengatur Tk. | SMA Staf Sub Bag. 01-12-2007
NIP. 220 003 531 13-05-1986 (1/d) Keuangan dan (11 tahun)
NIP. 19860513 200604 1 003 01-04-2018 Pelaporan

73 | HADI PUTRA, A. Md Karang Agung 31 Pengatur Tk. | D3 Altri Staf Sub Bag. 03-02-2014
NIP. - (Way Kanan) (1/d) Keuangan dan (5 tahun)
NIP. 19871028 201101 1 005 28-10-1987 01-04-2015 Pelaporan

(14-01-2016)




Menimbang

Mengingat

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR :W9-A/1720/KU.01 /1X/2014

TENTANG

RENCANA STRATEGIS 2015- 2019

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2009 - 2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 — 2019 maka
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 - 2019.

Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung RI.

Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

Peraturan Presiden Nomor :13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA 2015 - 2019.

Rencana Strategis (RENSTRA)  sebagaimana  tercantum dalam
Dokumen Rencana Strategis 2015 - 2019 ini merupakan acuan kinerja
yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015 -
2019, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
tahun 2015 - 2019.

Dokumen Rencana Strategis 2015 - 2019 disampaikan kepada
Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka lebih  meningkatkan  efektifitas  pelaksanaan
keputusan/ peraturan ini/ pelaksanaan Rencana Strategis 2015 - 2019,
Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam  pelaksanaan
Rencana Strategis 2015 - 2019.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/Renstra ini dan melaporkan

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Keputusan  ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada Tanggal, 8 September 2014
Ketua Pengadilan TinggiAga ma Jakarta.

KHALILURRAFMAN
NIP. 194912201976031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Badanm Pengawas Mahakamah Agung RI.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NOMOR : W9-A/ 1959 /OT.01.3/12/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2015-2019

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

1.

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra)
periode lima tahun. Kementerian Kesehatan menyusun Renstra
dengan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita Presiden yang
ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015-2019;

bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu meninjau kembali atau
mereviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA)
Tahun 2015-2019.

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.

Peraturan  Pemerintah Nomor:. 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja.

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat
Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-
2019.



Pertama . Review Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 sebagaimana
tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan
Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
2015 - 2019.

Kedua : Penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja
dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI

Ketiga © Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas  pelaksanaan
keputusan/peraturan ini Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja
dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta

Keempat © Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
PadaTanggal i3 Desember 2018

KETUA

HAMMAD, YAMIN AWIE, S.H., M.H.
551203 198103 1001

Drs. H.
NIP

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/1958/KU.01/12/2018
Tanggal : 3 Desember 2018

TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2015-2019
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NO NAMA / NIP JABATAN JABATAN KET
DALAM DINAS DALAM TIM

1 2 3 4 ="

1 | Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H Ketua Pembina
NIP. 19551203 198103 1 001

2 | Dr. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M. Hum Wakil Ketua Penanggung
NIP. 19540520 198101 2 001 Jawab

3 Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M. Sekretaris Ketua Tim
NIP. 19680904.199303.1.004

E H. FAUZAN, SH. MH. MM Kepala Bagian Sekretaris
NIP. 19640705 199203 1 002 Peégg;;’;fgi‘a‘:]a"

5 SUHENDRA, S. Sos, M.M Kepala Bagian Umum Anggota
NIP. 19690111 199103 1 003 San Keyaogan

6 FAHRUDDIN, SH Panitera Muda Hukum Anggota
NIP. 19570727 197712 1 001

7 Hj. GHIZAR FAU'AH, SH. MH Panitera Muda Banding Anggota
NIP. 19640917.198603.2.013

8 ANIMAR Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 19660422 199203 2 001 KESZ'.Z%?,TE.??”

9 | UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19721129 200604 1 001 Remaﬂig:gﬁ’" dan

10 | ABDUL HARIS RANGKUTY, SE, MM. Kepala Sub Bag. Tata Anggota
NIP. 19770105 200912 1 001 Usam}g;ggmah

11 | ELVIRA AMEGIA, M. Kom Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 19811216.200904.2.002 Kepegewsisaidan:{|

12 | AKHMAD SAHID, SH Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19660930 199202 1 001

13 | ADAY, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19740605 199903 1 003

14 | ADE IRMA SURYANI, A. Md Staf Sub Bagian Anggota
NIP. 19820514 200904 2 002 Re”“ﬂi;g?;ﬁ’_‘f‘ dap

KETUA,

“H. MOHAMMAD: YAMIN AWIE, S.H., M.H.
NIP. 19551203 4981031 001




RENCANA STRATEGIS

dilan Tinggi Agama DKI JAkarta
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